
BUPATI SlDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 56 TAHUN 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN 
TOGAS DAN TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPP.ANG, 

Menirnbang 

Mengingat 

: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, 1'ugas Pokok, Fungsi, Uraian 
Togas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rppang. 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No:mor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 -tentang 
Administrasi , Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601);, _ 

. 6. Peraturan Peinerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rap pang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susun.an Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahuri 2016 Nomor 15); · 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan : PERATURAN HUPATI TENTANG SUSUNAN ORGA.NISASI, 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN UR1\IAN .. 
TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PRENCANAAN 
PEMBANGUNAN, _PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

.Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng 

Rap pang. 
5. Badan Dinas adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Dacrah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas 
jabatan. 

8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran 
dari tugas pokok. 

9. Uraian tugas adalah paparan atau bentarigan atas 
semua tugaa-jabatan yang merupakan upaya pokok 
yang dilakukan pemegang jabatan. 



BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Badan , terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Perencanaan 
2. Sub Bagian Keuangan ., 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia 
1. Sub Bidang PerencanaaI}., Makro; 
2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; 
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya 
1. Sub Bidang Ekonorni dan Sumbcr Daya Alam; 
2. Sub Bidang Sosial; · 
3. Sub Bidang Budaya. 

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
I. Sub Bidang Pekerjaan Umum; 
2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; 
3. Sub Bidang Sumber Dar.a Air, Komunikasi dan lnformatika; 

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan 
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan; 
2. Sub Bidang Penelitiandan Pengernbangan Sosial, Kependudukan, 

Ekonomi dan Pembangunan; 
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. 

g. Jabatan Fungsional, 
h. UPTBadan 

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pernbangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (]) 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Badari Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
berkedudukan sebagai unsur penunjang otonorni daerah yang dipirnpin oleh 
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. , 



) I 

BABIV 
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS 

Bagi�n Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal 4 

(1) Kepala Badan mernpunyai t.ugas pokok membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerirrtahan di bidang Perencanaan 
Pernbangunan, Penelitian dari Pengembangan Daerah yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Pemerintah Daerah. 

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan 

pengembangan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan 'pelaporan urusan pemerintahan bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 
d. pelaksanaan adrnirristrasi badan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

Iungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelurnnya dan sesuai peraturan perundang­ 
undangan sebagai pedoman-pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

c. memantau, mernbina, dan mengawasi serta mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalarn lingkup badan; 

d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lanca.r; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiata.n Badan kepada setiap SKPD 
yang terkait untuk rnendapatkan masukan, informasi agar diperoleh 
hasil kerja yang optimal; 

f. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

g. mengoreksi, memaraf dan/ a tau rnenandatangani naskah dinas 
sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
i. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan 

pengelolaan administrasi · umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

j. rnerumuskan kebijakan penyelenggaraan perencanaan makro dan 
pembangunan manusia; 

k. merumuskan kebijakan bidang ekonorni, sumber daya alam, sosial .. ' 

Rencana Kerja Anggaran 

dan 

dan 

penelitian 

infrastru ktur 

kebijakan 1 · penyelenggaraan 

kebijakan · penyelenggaraan 
dun bu daya; 
merumuskan 
pengembangan; 

m. merurnuskan 
pengembangan; 

n. rnengkoordinasikan Rencana Strategis dan 
dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

1. 



o. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran 
dengan Instansi / Unit Kerja terkait; 

p. mengkoordinasikan clan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta 
program kerja Sekretariat," Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang 
sesuai dengan tugas masing - masing; 

q. rnerumuskan, rnenetapkan dan mengkoordinasikan Penetapan 
Kinerja Badan; 

r. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan 
Perencanaan Pernbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

s. membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

t. mengarahkan dan menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan tugas 
dan fungsi Badan; 

u. mengarahkan pernbinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis 
dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

v. mengarahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis kegiatan 
dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah: 

w. mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan tehriis 
untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Penelitian, 
Pengembangan dan Perencariaan Pembangunan Daerah; 

x. mcngkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam 
pernberian pelayarian periunjang penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah di bidang Penelitian.Pengembangan dan Perencanaan; 

y. merumuskan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah 
dinas hasil kerja bawahan; 

z. mengevaluasi dan menindak lanjuti informasi serta data dalam 
lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; 

aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

hb. membina dan mengarahkan penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintalr (LAKlP) Badan; 

cc. mengevaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis dan Rencana Kerja 
Anggaran Badan secara berkala; 

dd. mengevaluasi laporan (bulanan dan tahunan) secara berkala; 
ee. menandatangani dan atau memaraf Naskah Dinas sesuai dengan_ 

khierarkinya; 
ff. menilai hasil kerja pcgawai aparatur sipil negara dalam lingkungan 

Badan; 
gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

hh. mcnyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan aw.san 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 5 

(1) Sekretariat dipirnpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program da:n pelaporan 
serta memberikan pelayanan adrninistrasi umum, kepegawaian, hukum, 
keuangan dalam lingkungan Badan. 



(2) Untuk m.elaksanakan tugas sebagaimana dim.aksud pada ayat (l}, 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; 
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; 
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

dan/atau mema.raf 

m. 

f. 

t. 

). 

keuangan; 
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksartaan; 
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; 

.s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 
keprotokolan; . 
mengoordinasi.kan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan infonm:isi serta fasilitasi pelayanan informasi; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 
memberikan saran pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugas�iya. 

j. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) .dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : · 
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, · mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkurigan Badan 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 
pelaksanaan kegiatan; ' 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan 
keuangan Badan; 
mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Administrasi Pernerintahandi lingkup Badan; 
melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan 
barang Badan; 

k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan; 
l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan 

dan penghapusan barang; 
mengoordinasikan dan · melaksanakan pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian dan hukum; 

ri. mengoordinasikan da.n melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan; 
p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 

' 
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Pasal 6 

(1) Sub Bagian Perencanaan 
mempunyai tugas pokok 
penyusunan perencanaan, 
penyusunan laporan. 

I 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mengumpulkan bahan dan melakukan 

penyajian data dan informasi, · serta 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan 'tugas: 
b. mendietribuaikan da.n rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 
c. rnemantau, mengawasi dan, mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Iingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakuka.n penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menanda.tangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program kegiatan dan anggaran; 
h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan 

kegiatan Dinas; 
i, menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja; . 
J. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kin.erja Badan; 
k, mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur 

(SOP) adrntnistrasi pernerintahan di lingkup Badan; 
1. rnenyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepa1a Sub Bagian 

Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya, 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
rnempunyai tugas pokok mengurnpulkan bahan dan melakukan 
pengelolaan administrasi dan pclaporan keuangan, pengelolaan 
administrasi pengadaan, perneliharaan dan penghapusan barang. 

dan/atau 
' 

rnemaraf 

(2) Togas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; . 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; ; 
c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasl kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

· e. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat scs�,!:li dcngan bidang tugasnya; 



g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Din as; 

h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi 
keuangan Dinas; 

1. melakukan verifikasi kelerigkapan adrninistrasi penatausahaan 
keuangan Dinas; 

J. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 
1. menyusun realisasi perhitungan anggaran; 
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasi1 pemeriksaan keuangan; 
o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang· dinas; 
p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 
menyusun laporan barang inventaris; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Suh Bagian 
yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi 
kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat [I) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum clan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Jingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; 
h. melakukan administrasi clan penclistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
1. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
J. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan 

rumah tangga Dinas; 
k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 

upacara bendera, kehurnasan, dan keprotokolan; 



1. menyiapkan bahan, menghtrnpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana: 

o. menyiapkan bahan dan mengelola adrninistrasi kepegawaian; 
p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 

dilingkungan Dinas; 
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kornpetensi, distplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; 
r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi 

kepegawaian; 
s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 

produk hukum di lingkungan Dinas; 
t. mengurnpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan kepegawaian; 
u. menyusu.n laporan hasil pelak.sanaan tugas Kepala Sub Bagian 

Umurn dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

v, melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

' 
Bag�.�n Ketiga 

Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia 

Pasal 9 

(1) Bidang Perencanaan Mak.ro dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan operasional di bidang perencanaan makro dan pembangunan 
manusia. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Perencariaan Makro dan Pembangunan Manusia mernpunyai 
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan 

makro, pembangunan manusia, pengendalian dan operasi. 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan 

rnakro, pembangunan manusia, pengendalian dan operasi. 
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan 

makro, pembangunan rnarru sia, pengendalian dan opernsi. 
d. pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan makro, 

pembangunan manusia, pengendalian dan operasi.. 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) di uraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan 

Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Sub Bidang sehi.ngga berjalan lancar; 
c. memantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

'd. melakukan penilaian terhadap hasil clan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP}; 
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Perencanaan 
makro dan Perencanaan 

t. 

s. 

r. 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf danj'atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD bidang perencanaan rnakro dan pembangunan manusia; 
h. memverifikasi Rancangan, Renstra Perangkat Daerah Bidang 

perencanaan makro dan pembangunan manusia; 
i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD 

bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia; 
j. mengkoordinastkan Pelaksariaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 

Daerah dan RPJMD bidang Perencanaan ma.kro dan pembangunan 
manusia; 

k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perencanaan rnakro dan 
pembangunan manusia; 

1. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
APBD bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia; 

m. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/kota bidangPerencanaan makro dan pembangunan 
manusia; 

n. rnengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Harmonisaei Kegiatan 
K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Perencanaan makro dan 
pembangunan manusia; · 

o. mengkoordinasikan Pembina.an Teknis Perencanaan Kepada 
Perangkat Daerah kab/Kota Bidang Perencanaan makro dan 
pembangunan manusia; 

p. melaksanakan Pengendaliarr/Monitoring Pelasanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah t Bidang Perencanaan makro dan 
pembangunan manusia; 

q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi 
Pembangunan Daerah : Bidang 
pembangunan manusia; 
melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan 
pembangunan manusia; '. 
menyusun Iaporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Perencanaan rnakro d.an pernbangunan manusia dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

' ' melaksariakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 10 
> 

(1) Sub Bidang Perencanaa.n Makro dipirnpin oleh Kepala Sub Ridang yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluaei serta 
pelaporan bidang perenca.naan makro. 

(2) Tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. men.yusun rencana kegiata.n Sub Bidang Perencanaan Makro sebagai 

pedoman dalam petaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan 'Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tu gas dalam 

lingkungan Sub Bidang ,Perencanaan Makro untuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan tugas; 



d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dirias; 

f. rnengikuti rapat-rapat eesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RP<JMD, RKPD Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah, 
Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan -Umum, 
Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama; 

h. meganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 
Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemermtahan Umurn, 
Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama; - 

1. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan 
Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian 
Kesejahteraan Rakyat, dan .13agian Kerjasama; 

J. merencanakan Pelaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitia.n 
dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, 
Bagian Pemerintahan Urnurn, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 
Bagian Kerjasama; 

k. membuat Konsep Pernbinaan Teknis Perencanaan Kepada perangkat 
Daerah Kab/Kota Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian 
Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian 
Kerjasama; 

1. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RP,JMD, RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah,' Badan Pengelola Keuangan Daerah, 
Bagian Pemerintahan Umurn, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 
Bagian Kerjasama; 

m. merencanakan. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengernbangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian 
Pemerintahan Umum, Bagian Keseiahteraan Rakyat, dan Bagian 
Kerjasama; 

n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota Badan.Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian 
Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian 
Kerjasama; 

o. merencanakan Dukungan .Pelaksarraan Kegiatan Pusat, Prov untuk 
Badan Perencanaan Pernbangunan, Penelitian dan Pengernbangan 
Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Perneriritab an 
Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, clan Bagian Kerjasama; 

p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksnaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangurtan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, 
Bagian Pemerintahan Urnum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 
Bagian Kerjasama; 

_q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencana.a.n 
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, 
Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 
Bagian Kerjasama; 



r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas 
Pelaksanaan Perencanaan Pernbangunan Daerah Badan 
Perencanaan Pernbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 
Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, 
Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama; 

s. menyusun lapo.ran haail pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
Perencanaan Makro dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. · 

Pasa111 
(1) Sub Bidang Pengembangan Manusia dipirnpin oleh Kepala Sub Bidang 

yang mernpunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang pengembaf!_gan manusia. 

(2) Tugas pokok sebagaimana diinaksud pada ayat ( l) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Manusia 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan Iancar; 
c. rnemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Sub Bidang Pengembangan Manusia untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah d inas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusa.n 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat 
DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian 
Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; 

h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan clan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan 
dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; 

1. menyiapkan Pelaksanaa Musrenbang RPJPD Urusan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan 4?Jl Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan 
dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; 

J. merencanakan Pelaksanaaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagi.an Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan 
Pengadaan Barang clan Jasa; 

k. membuat Konsep Pcmbinaan Teknis Perencaaan Kepada Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan Jas!=l; 

1. merancanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DRPD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, Sekrctariat DPl:<D, Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa; 



., .. 
m. merencanakan Pelaksariaan Kesepakatan dengan DPRD terkait API3D .. 

Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 
Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 
Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 
Jasa; 

n. merancanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan clan 
Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan 
Surnber Daya Alam, Bagian Pembangunan dari Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan .Jasa; 

o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi 
untuk Urusan Badan . Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam, Bagian Pernbangunan dan Bagi.an Layanan Pengadaan Barang 
dan .Jasa; 

p. merencanakan Pengendalian Z Mcnitoring Pelalcsanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan .Jasa; 

q. melaksanakan Pengelolaan Data Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagi.an Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan .Jasa; 

r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas 
Pelaksanaan Perencanaan , Pembangunan Daerah Urusan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan 
dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan J asa; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tu gas Kepala Sub Bidang 
Pengembangan Manusia dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 

(l) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 
yang mernpunyai tugas pokok rnenyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidangan pengembangan dan evaJuasi. 

(2) "Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut ': 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

sebagai pedoman clalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan lancar; 
c. rnemantau, mengawasi dan' .mengevaluasi pe1aksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, merigoreksi, memaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 
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f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan 

Inspektorat Kabupat:en, Badan Kesatuan Bangsa. dan Politik, Bagian 
Organisasi, Bagian Hukurn, Bagian Umum dan Bagian Kcuangan 
Sekretariat Daerah; 

h. menganalisis Rancangan , Renstra Perangkat Daerah Urusan 
Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian 
Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah: 

1. menyiapkan Pelak�aan Musrenbang RPJPD Urusan lnspektorat 
Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, 
Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah; 

J. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagi.an Hukum, Bagi.an 
Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 
daerah kab/kota Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik, Bagian ·organisasi, Bagian Hukum, Bagian 
Umurn dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD Urusan 
lnspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian 
Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Urnum dan Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah; 

m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah; 

n. merencanakan Sinergitas . dan Harmonisasi kegiatan perangkat 
daerah kab/kota Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesaruan 
Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagi.an Hukum, Bagian 
Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

o. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi 
untuk Urusan lnspektorat Kabupaten , Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan 
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

p. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perancanaan 
pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Poljtik, Bagian Organisasi, Bagian Hukurn, 
Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

q. melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan perencanaan 
pembangunan daerah Urusan inspektorat Kabupaten, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagi.an Hukurn, 
Bagian Umum dan Bagian Kcuangan Sekretariat Dacrah; 

r. melaksanakan evaluasi d� pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, .Badan. 
Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, 
Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
Pengendalian dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. e 



Bagian Keempat 
Bidang Ekonomi, Sumber .Daya Alam, Sosial dan Budaya 

Pasal 13 

(1) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan operasional di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial 
dan Budaya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, 
Kepala Bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya 
mempunyai fungsi : : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Ekonorni, 
Sumber Dava Alam, Sosial dan Budaya. 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ekonorni, 
Sumber Daya Alam, Sosiai dan Budaya .. 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ekonomi, 
Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya. 

d. pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ekonomi, Sumber 
Daya Alam, Sosial dan Budaya. 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. ; ! , 

Sincrgitas dan Harmonisasi 
Bidang Ekonomi, Sumber Daya 

dan/atau memaraf 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan .. 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan .Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, 

Sosial dan Budaya sebagai pedoman dalam pelaksariaan tugas; 
b. mendistribusikan dan rnemheri petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Sub Bidang sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya 
untuk mengetahui perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya; 
h. mengverifikasi Rancangar( Renstra Perang.kat Daerah Bidang 

Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya; 
i. mengoordinasikan Pelakeanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD 

Bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya; 
J. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 

Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial 
dan Budaya; . 

k. menkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial 
dan Budaya; 

1. menkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
APBD Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya; 

m, menoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan 
Perangkat Daerah Kab /Kota Bidang Ekonorni, Sumber Daya 
Alam,Sosial dan Budaya; 

n. rnenkoordinasikan Pelaksanaan 
KegiataoK/L, Prov Di Kab/Kota 
Alam, Sosial dan Budaya; 
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o. menkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada 
Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, 
Sosial dan Budaya; · · 

p. menkoordinasikan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya 
Alam, Sosial dan Budaya; · 

q. melaksanakan Pengelolaan data dan Infonnasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam! Sosial 
dan Budaya; 

r. melaksanakan Evaluasi '..'·dan Pelaporan atas Pelaksariaan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya .. 
Alam, Sosial dan Budaya, 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ekonomi, 
Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 14 

(1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, birnbingan teknis, pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: · 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dari mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya. 
h. mengverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah .. Bidang 

Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya. 
1. rnengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD 

Bi.dang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya. 
J. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harrn.onisasi RTR\V 

Daerah dan RPJMD Bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam, Sosial dan 
Budaya. 

I 

k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial 
clan Budeya. i' 

1. mengkoordinasn Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terlcait 
APBD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya. 

rn. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harrnonisasi Kcgiatan 
Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Surnber Daya Alam, 
Sosial dan Budaya. 
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n. mengkoordinasikan Pelaksanaan 
KegiatanK/L, Prov Di Kab/Kota 
Alam, Sosial dan Budaya. 

o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada 
Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Surnber Daya Alam, 
Sosial dan Budaya. 

p. mengkoordinasi.kan Pengendalian / Monitoring Pela ksa naan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonorni, Sumber Daya 
Alam, Sosial dan Budaya. 

q. melaksanakan Pengelolaan · data dan Inforrnasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial 
danBudaya. 

r. melaksanakan Evaluasi ; dan Pelaporan atas Pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan- Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya 
Alam, Sosial dan Budaya. 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan mernberikan saran 
pcrtimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; 
dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pa,sa.115 

(1) Sub Bidang Sosial dipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai 
tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kcbijakan 
operasional, bimbmgan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan bidang sosial. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : · 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial sebagai pedornan 

dalam pelaksanaan tugas; '. 
b. rnendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan .lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Sosial untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; � · 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani riaskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan 

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

h. meganalisis Rancanga.n Renstra Perangkat Daerah Urusan' 
Kesehatandan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan · dan Perlindungan Anak, Sosial, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, clan 
Penanggulangan Bencana Daerah: 

1. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Kesehatan dan 
Pengendalian Pend udu k;' Pemerintahan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Adrninistrasi 
Kependudukan da.n Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana 
Daerah; 

Sinergitas dan Harmonisasi 
Bidang Ekonorni, Sumber Daya 
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j. merencanakan Pelaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTR\:11 
Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, 
Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

k. membuat Konsep Pernbinaan Teknis Perencanaa.n Kepada perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, 
Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan denga.n DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian 
Penduduk, Pemerintahan -Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah; 

m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penducluk, Pemerintahan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, 
Adminietrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

n. merencanakan Sinergitas : dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan KesehatandanPengendalianPenduduk, 
PemerintahanDesa, Pemberdayaan PerempuandanPerlindunganAnak, 
Sosial, Adrninistrasi Kependudukan dan PencatatanSipil, dan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

· o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Prov untuk 
Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, PemerintahanDesa, 
Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, Sosial, 
Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil, dan 
PenanggulanganBencana Daerah; 

p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksnaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian 
Penduduk, Pemerintahanfresa, Pemberdayaan Perempuan dan 
PerlindunganA.nak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan 
PencatatanSipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah; 

q. melaksariakan Pengelolaan Data dan Infonnasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah · Urusan Kesehatan dan Pengendalian 
Penduduk, Pemerintahan · Desa, Pemberdayaan Perempua.n dan 
Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah; 

r. merencanakan clan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas 
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan 
dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Adrninistrasi 
Kependudukan dan PencatatanSipil, dan Penanggulangan Bencana 
Daerah; 

s. menyusun Iaporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Sosial 
da.n memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintah.kan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya 



Pasal 16 

(1) Sub Bidang Budaya dipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai 
tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan menyiapkan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, birnbingan tekriis, pemantauan. dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang budaya. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (l} diuraikan sebagai 
berikut: , ,· 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Budaya sebagai pcdoman 

dalam pelaksanaan tugas; l 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang B\ldaya untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap basil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, : · · mengoreksi, memaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan 

Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

h. menganalieis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan 
Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan 
Polisi Pamong .Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan 
Kearsipan; : 

1. menyiapkan Pelaksanaa Musrenbang RPJPD Urusan Pendidikan dan 
Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

j. merencanakan Pelaksanaaan Sinergitas dan Harrnonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda 
Olah Raga, Pariwisata, Satuan Palisi Pamong Praja dan pemadam 
Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencaaan Kepada Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah 
Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praia dan pernadam 
Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

1. merancanakan Pelaksanaan Kesepakatan d.engan DRPD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
pernadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan, 

m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, 
Satuan Polisi Pamong Prajadan pemadam Kebakaran, Perpustakaan 
dan Kearsipan; 

n. merancanakan Sinergitas · · dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pernuda 
Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praia dan pemadam 
Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

o. rnerencanakan Dukungan] Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi 
untuk Urusan Pendidikan dan Kcbudayaan, Pemuda Olah Raga, 
Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pernadam Kebakaran, 
Perpustakaan dan Kearsipan; 



I 

,, 20N 

p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda 
Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadarn 
Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

q. melaksanakan Pengelolaan Data Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda 
Olah Raga, Pariwisata, Satµan Polisi Pamong Praja dan pemadam 
Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

g. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas 
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pendidikan dan 
Kebudayaan, Pemuda Olah' Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Parnong 
Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan; 

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perurnusan kebijakan; dan 

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Pasal 17 

(1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan operasional di bidang infrastruktur dan pengembangan 
wilayah. ., ... 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ·· 
Kepala Bidang Infrasrruktur dan Pengembangan mernpunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pekerjaan 

umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi 
dan informatika 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pekerjaan 
urnum, pengernbangan wilayah dan surnber daya air, komunikasi 
dan informatika 

c. penyiapan bimbingan tekriis dan supervisi di bidang pekerjaan 
umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, kornunikasi 
dan informatika . 

d. pematauan, evaluaei dan ;pelaporan di bidang pekerjaan urnum, 
pengembangan wilayah dan surnber daya air, komunikaai dan 
informatika 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. rnenyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayalr sebagai pcdoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. rnendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Sub Bidang sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan' mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk 
mengetahui perkemhangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
seeuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 



e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dari/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD Bidang Infrastruktur ,' Pengemhangan Wilayah, Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika; 

h. menverifikasi Rancangan, Renstra Perangkat daerah Bidang 
Infrastruktur, Pengernbangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi 
dan lnformatika; 

i, mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD 
Bidang Infrastruktur, Pengernbangan Wilayah, Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika; 

J. rnengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

k, mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Pengernbangan 
Wilayah, Perhubungan, Kornunikasi dan Informatika; 

1. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
APBD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, 
Komunikaei dan Inforrnatika; 

m. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota Bidang lnfrastruktur, Pengembangan Wilayah, 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: 

n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Kegi.atan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Infrastruktur, 
Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika; 

o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada 
Perangkat Daerah Kab / Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan 
Wilayah, Perhubungan, Komunikasi clan lnformatika; 

p. melaksanakan Pengendaliarr/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Dacrah : Bidang Infrastruktur, Pengembangan 
Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Pcrcncanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan 
Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, 
Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Infrastruktur dan Pengern bangan Wilayah dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakari; 
dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dcrigari bidarig t.uga.snya. 

Pasal 18 

(1) Sub Bidang Pekerjaan umJm dipimpi..n oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, birnbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bida.ng pekerjaari urnum. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut : !.. 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum sebagai 

pcdornan dalarn pelaksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
Sub Bidang sehingga berjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Sub Bidang . Pekerjaan Umum untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaantugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJt,..ID, RKPD urusan 

PU, Penataan Ruang dan Perhubungan; 
h. menganalisis Rangcangan Renst.ra Perangkat daerah urusan PU, 

Penataan Ruang dan Perhubungan; 
1. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RP.JMD, RKPD 

urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan; 
j. rnerencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harrnonisasi RTRW 

Daerah dan RPJMD urusan PU, Penataan Ru.ang dan Perhubungan; 
k. membuat Konsep Pernbinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat 

Daerah Kab/Kota urusan PU, Periataan Ruang dan Perhubungan; · 
l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait 

RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pl.I.Penataan Ruang dan 
Perhu bungan; 

m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait 
APBD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan; 

n, merencanakan Sinergitas dan Ilarmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota urusan PU,Penataan Ruang dan Perhubungan; 

o. merencanakan Dukungan: Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi 
untuk urusan Plr.PenataanRuang dan Perhubungan; 

p. merencanakan Pengenda1ian/ Monitoring Pe)aksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah urusan PU, Penataan Ruang dan 
Perhubungan; 

q. melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan 
Pembangunan Dacrah .urusan PU, Penataan Ruang dan 
Perhubungan; 

r. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas 
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah urusan PU, 
Penataan Ruang dan Perhubungan. 

s. menyusun laporan hasil pelakeanaan tugas Kepala Sub Pekerjaan 
Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 
! 

( 1) Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Tnformatika dipirnpin 
oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok rnenyiapkan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bim bingan teknis, 
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Sumber Daya Air, 
Komunikasi dan Informatika. :.• 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan scbagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Air, 

Kornunikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 



h. mendietribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
Sub Bidang sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Sub Bidang : Sumber Daya Air, Komunikasi dan 
Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja , bawahan 
sesuai Sasaran. Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

I, mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang Peyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan 

SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan; 
h. menganalisis Rangcangan: Renstra Perangkat daerah Urusan 

SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecarnatan; 
i. menyiapkan pelaksanaan � Musrenbang RPJPD, RPJ.MD, RKPD 

Urusan SumberDaya Air, Kormrnikasi dan Informatika serta 
Kecam.atan; 

j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan 
Informatika serta Kecamatan; 

k. membuat Konsep Pernbinaan teknis Perencariaan Kepada Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusa11 Sumber Daya Air, Kornunikasi dan 
Inforrnatika serta Kecamatan; 

1. rnerencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRQ terkait 
RP,JPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komuriikasi dan 
lnformatika serta Kecamatan; 

m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait 
APBD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika Serta 
Kecarnatan; ; 

n. merencanakan Sinergitas I dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusari Sumber Daya Air, Komunikasi dan 
lnformatika Serta Kecamatan; , 

o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi 
untuk Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan lnformatika serta 
Kecamatan; · 

p. merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencariaan 
Pembangunan Daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan 
lnformatika serta Kecamatan; 

q. melaksanakan Pengelolaan Data Adn infcrmasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan 
Informatika serta Kecarnatan; 

g. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas 
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan Surnber 
Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecarnatan. 

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepn.la SuLJ Bidaug 
Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika dan memherikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. ' 

Pasal 20 

(1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 
yang mempunyai tugas pokok 'menyiapkan perurnusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, birnbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang pengembangan wilayah. 



(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegaw'ai (SKP); 

e. menyusun rancangan, · mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas: . 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merancang Peyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan 

Perurnahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hid up; 

h. menganalisis Rangcangan Renstra Perangkat daerah Urusan 
Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hid up; 

1. menyiapkan pelaksanaan , Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD 
Urusan Perumahan, Kawasan Pernukiman, Pertanahan dan 
Llngkungan Hidup; 1 

J. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTR\V 
Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup; 

k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat 
Daerah Kab/Kota Urusan · Perumahan, Kawasan Pemukiman, 
Pertanahandan LingkungariHidup; 

l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, 
Pertanahandan Lingkun.gan Hidup; 

m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait 
APBD Urusan Perumahan. Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan 
LingkunganHidup; 

n. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Kab / Kota Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, 
Pertanahandan Lingkungan Hidup; 

o. Merencanakan Dukungan. Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi 
untuk Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan 
Lingkungan Hidup; 

I 

p. Merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan 
Pernbangunan Daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pernukirnan, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup; 

q. Melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Urusan Perurnahan, Kawasan Pemukiman, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup; 

r. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Alas 
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan 
Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hid up. 

s. menyusun lapor an hasil .Pclaksanaan tugas Kepala Sub Bidarig 
Pengcmbangan Wilayah 'dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnva. 
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Bagi�n Keenam 
Bidang Penelitian dan Pengembangan 

l 
P,asal 21 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan 
di bidang penyelenggaraan . urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketcntuan 

'peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas .sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ), 
Kepala Bidang Penelitian dan Perigembangan mempunyai Iungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan .. 

pemerintahan kabupaten; ; 
b. penyusunan perencanaan .jrrograrn dan anggaran penelitian dan 

pengembangan pernerintahan kabupaten; 
c. pelaksanaan penelitian dan pengernbangan di pemerintahan kab; 
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan 

daerah kabupaten; 
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan di kabupaten; 
g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten; 
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kab; 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) dan 

ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. rnendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Sub Bidang sehingga berjalan lancar; 
c. rnernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap basil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, ,. mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas: 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rcncana dan 

program kelitbangan daerah; 
h. mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah 

sesuai bida.ng tugasnya; '. 
i. memberi.kan petunjuk penyusunan rekornendasi regulasi dan 

kebijakan yang akan disarnpaikan kepada Bupati clan SKPD di 
1ingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 

j. mengkoordinasikan pernantauan dan evaluasi program clan kegiatan 
kelitbangan; 

k. melakukan. pembinaan penyusunan pedoman, analisis keburuhan, 
penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan 
kelitbangan; 

1. mengkoordinasikan pemberian penguatan sistern inovasi daerah; 
m, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

dan kegiatan kelitbangan; 

( 1 ) 

(2) 



n. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan 
perekayasa; 

o. memberikan pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga 
kelitbangan melalaui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, 
pcrnagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan organisasi: 

p. melayani pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada 
Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 

q. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistern inovasi 
daerah di kabupaten/kota. '. 

r. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, hannonisasi dan 
sinergi kebijakan penguatan sistern inovasi daerah di 
kabupaten/kota. 

s. mengkoordinasikan penata.an kelembagaan sistem inovasi daerah 
t. mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan. 

mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah 
u. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan 

(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan 
dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

v. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring at.au kerjasama kegiatan 
kelitbangan dengan institusi penelitian clan pengembangan lainnya, 
baik lembaga Litbang Pernerintah maupun dengan Iernbaga Litbang 
Swasta; 

w. mengkoordinasikan penyelenggaraan discminasi hasil kelitbangan 
daerah; 

x. Menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian 
dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 22 

{l) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerirrtahan dan Pengkajian 
Peraturan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang rnempunyai tugas 
pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang 
penelitian dan pengembangan pernerintahan dan pengkajian peraturan . 

. :., 
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(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
·berikut: 1 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; ' 

b. mendistribusikan da.n memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
Sub Bidang sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi da.n mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan 
dan Pengkajian Peraturan untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; . 

d. melakukan penilaian rerhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat scsuai dcngan bidang tugasnya; 



g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi 
pelaksanaan kegiat.an penelitian clan pengembangan dan pengkajian 
peraturan yang rneliputi aspek-aspek otonorni daerah, pemerintahan 
umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, 
ketentraman, ketertiban umum, perlindungan dan pemberdayaan 
masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan 
desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa serta BUM Desa; 

h. menyiapkan bahan perurnusan rekomendasi atas rencana. penetapan 
peraturan baru dan I atau evaluasi terhadap pelakeanaan peraturan; 

I 
i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program. dan 

anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan 
pengembangan pemerintahan dan pengkaji.an peraturan; 

J. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian clan pengembangan di sub 
bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian 
peraturan; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang 
penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian 
peraturan; · 

I. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian 
dan pengembangan pemeriritahan dan pengkajian peraturan; 

m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang 
penelitian dan pengembangan pernerintahan dan pengkajian 
peraturan; 

n. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta 
pelaksanaan pengkajian pemturan; 

o. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara 
asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instans.i. yang 
berwenang; 

p. menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam 
rangka penguatan kelembagaan kelitbangan. 

q. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur 
kebijakan penyelenggaraan ;pemerintaha.n daerah 

r. rnelaksanakan monitoring .. ' dan evaluasi program dan kegiatan 
kelitbangan 

s. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan 
haeil-hasil kelitbangan yai:ig menghasilkan barang dan jasa yang 
memiliki nilai ekonomis · 

t, menyusun konsep sistem yang rnengatur mekanisme bentuk dan 
prosedur kerjasama kelitbangan; 

u. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui 
media tulisan (publikasi .ilmiah, poster, leafflet, bu kier), media 
elektronik [dokumentasi elektronik, televisi], media pertemuan ilmiah 
(seminar, workshop, kelompok diskusi) dari lain-lain. 

v. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis dan rencana program 
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya 

w. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan 
di daerah sesuai dengan bidang tugasnya 

x. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan 
disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkup kabupaten; 

y. melaksanakan pemantauah dan evaluasi kegiatan penelitian cl.an 
pengembangan di daerah; .' 

z. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan 
melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan 
dan sebagainya sesuai . dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi 



aa. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, 
penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan 
kelitbangan 

bb. rnelaksanakan monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan 
kelitbangan 

cc. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan 
di daerah 

dd. merencanakan optirnalisasi pendayagunaan pejabat fungsional 
peneliti dan perekayasa. [ 

ee. menyu sun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, 
penerapan, pengembangan,;perekayasaan dan pengoperasian) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

ff. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan 
SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang. 

gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan dan rnemberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

hh. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

' � .. 
Pasal 23 

(1) Sub Bidang Penelitian dan I Pengembangan Sosial. Kependudukan, 
Ekonomi dan Pembangunan , dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 
rnempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksariaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, 
Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) d.iuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang penclitian dan 

Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan 
sebagai pedoman dalam pelaksariaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
Sub Bidang sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Sub Bidang I penelitian dan Pengembangan Sosial, 
Kependudukan, Ekonomi ;dan Pembangunan untuk rnengetahui 
perkembangan pelaksariaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, ' mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan 

anggaran penelitian dan pehgembangan di sub bidang penelitian dan 
pengernbangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan 
yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, 
pengendalian penduduk -dan keluarga berencana, kesehatan, 
adrninistrasi kependudukan clan pencatatan sipil, transmigrasi, 
tenaga kerja, penanarnan modal, koperasi, usaha kecil clan 
menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, 
pangan, pcrtanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan 
kawasan permukirnan, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan 
umum, perhubungan, komunikasi dan info:rrnatika.; 

' 
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h. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub 
bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonorni 
dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan .. dan olahraga, pariwisata, perlindungan 
anak, pengendalian penduduk clan keluarga berencana, kesehatan, 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigraai, 
tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, 
pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan · 
kawasan pennukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan 
umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.; 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang 
penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan 
pembangunan yang rneliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, 
adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, 
tenaga kerja, penanarnan modal, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, 
pangan, pertanian clan perikanan, lingkungan hidup, perurnahan clan 
kawasan permukirnan, ·penataan ruang, pertanahan, pekerjaan 
umum, perhubungan, kornunikasi dan informatika; 

J. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian 
dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan 
pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan tdan olahraga, pariwisata, perlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transrnigrasi, 
tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, 
pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan 
kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan 
umum, perhubungan, komunikasi dan inforrnatika.; 

k. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang 
penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi clan 
pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan : dan olahraga, pariwisata, perlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, 
adrninistrasi keperidudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, 
tenaga kerja, penanarnan modal, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, 
pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan 
kawasan perrrrukimari, periacaan r'u arig, pertarmho n, pekerjaa n 
umum, perhubungan, kornunikasi dan informatika.; 

1. membuat konsep penataani dunia usaha dalam rangka pemanfaatan 
hasil-hasil kelitbangan yang rnenghasilkan barang dan jasa yang 
merniliki nilai ekonomis :- 

m. menyusun konsep sistern 1yang rnengatur mekanisrne berrtuk dan 
prosedur kerjasama kelit.banga.n; 

.n. menyusun konsep pelaksanaan diseminaei hasll kelitbsmgan melalui 
media tulisan (publikasi ; ilmiah, poster, leafflet, buklet), media 
elektronik (dokumentasi elektronik, televisil, media pertemuan ilmiah 
(seminar, workshop, kelompok diskusi] dan lain-lain . 

. , 



o. Menyusun konsep perurnusan kebijakan teknis dan rencana program 
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya 

p. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan 
di daerah sesuai dengan bidang tugasnya 

q, menyusun konsep rekomendasi regu.lasi dan kebijakan yang akan 
disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten 
Sidenreng Rappang 

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan di daerah 

s. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan 
melalui pendidikan formal Y.ang lebih tinggi, pelatihan, pernagangan 
dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi 

t. membuat konsep penyusaman pedoman, analisis kebutuhan, 
penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan 
kelitbangan 

u. melaksanakan. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 
kelitbangan 

v. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan 
di daerah 

w. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungaional 
peneliti dan perekayasa. 

x. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, 
penera.pan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

y. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan 
SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang. 

aa. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan 
Pembangunan a dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

bb. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan scsuai 
dengan bidang tugasnya. 

' Pasal 24 -- 
(1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang Inovasi dan Tcknologi. ' 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi 

sebagai pedornan dalam pelaksanaari tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

betjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP}; 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji 

coba dan pcncrapan rancang bangun/model repHkasi dan invensi 



h. menyiapkan. bahan penyusunan kebijakan teknis, program, clan 
anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan 
penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi; 

1. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan 
metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif; 

J. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub 
bidang inovasi dan teknologi; 

k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian kebijakan, 
bahan strategi dan penerapannya disub bidang inovasi dan teknologi; 

1. menyiapkan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengernbangan, serta fasilitasi clan 
penerapan di sub bidarig inovasi clan teknologi; 

m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan pernerintah daerah, serta fasilitasi dan 
penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi; 

n. rnenyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil- 
hasil kelitbangan; · 

o. merencanakan pelaksanaaiJ. penataan kelembagaan siste:m inovasi 
daerah meliputi lembaga/organisasi, peraturan dan 
norma/ etika/budaya inovasi 

p. melaksanakan penataan sumber claya sistem iriovaai daerah yang 
terdiri atas keahlian, kepakaran , kompetensi manusia dan 

' pengorganisasiannya. I 
9. menyusun dan./ atau memperbaharui produk hukum daerah dalam 

rangka penguatan kelembagaan kelitbangan 
r. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbanga.n sebagai . dapur 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
s. melaksanakan monitoring .. dan evaluasi program dan kegiatan 

kelitbangan 
t. membuat konsep penataan' dunia usaha dalam rangka pernanfaatan 

hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang clan jasa yang 
memiliki nilai ekonomis · '. 

u. menyusun konsep sistern yang rnengatur mekanisrne bentuk darr: 
prosedur kerjasama kelitbangan; 

v. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui 
media tulisan (publikasi flrniah, poster, leafflet, buklet), media 
elektronik (dokument.asi elektronik, televisi), media pertemuan ilrniah 
(seminar, workshop, kelornpok diskusi) clan lain-lain. 

w. merumuskan kebijakan . teknis dan rencana program kerja 
kelitbangan sesuai bidang tugasnya 

x. merencanakan dan mernfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan 
di daerah sesuai dengan bidang tugasnya 

y. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan 
disampaikan kepada bupati/walikota dan 8KPD di lingkungan 
kabupaten/kota . . 

z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan di daerah 

aa. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan 
melalui penclidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan 
dan sebagainya scsuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi ' 

bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 
kelitbangan 

cc. membuat konsep penyusunan pedornan, analisis kebutuhan, 
penetapan tujuan dan pengembangan desain program clan kegia tari 
kelitbangan 
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dd. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan 
di daerah · · 

' ee. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional 
peneliti dan perekayasa 

ff. menyusun laporan kegiatan ke1itbangan (penelitian, pengkajian, 
penerapan, pengembangan, [perekayasaan dan pengoperasian) sesuai 
dengan ketentuan yang berlkku 

gg. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan 
SKPD di lingkungan kabupaten; 

hh. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sul> lnovasi dan 
Teknologi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebiiakan; dan 

11. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. i 

� 

Bagian Ketujuh 
Kelompok J��atan Fungsional 

�asal 25 

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas rnelaksanakan sebagaian 
tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah sesuai d.engan keahlian clan kebutuhan. 

BABIV 
TATAKERJA 

Pasal 26 

(1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati. 

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentika.n 
oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati. 

Pasal 27 

(1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Kepala Badan memandang perlu untuk mengadakan 
perubahan kebijaksanaan, rnaka hal tersebut diajukan kcpada Dupati 
untuk mendapatkan persetujuan. 

Pasal 28 . 
Dalam melaksanakan tugas, KeJ)RlR RR<iRn, Sekre�aris, Kepnla Bidnrig, 
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional 
Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam lingkup masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat 
Daerah serta dengan Instansi lain.di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

r . , 
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Pasal 29 

(1) Kepala Badan wajib mengawasi 
I Sekretaris dan setiap Kepala Bidang 

dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya masing-rnasing, dan bila 
terjadi pen_yimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang: wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
setiap Kepala Sub Bagian dan K�pala Sub Bidang masing-rnasing, dan 
bila terjadi penyimpangan dapat mengarnbil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan · Kepala Sub Bidang wajib mengawasi 
pelaksanaan tugas sctiap Staf masing-rnasing, dan bila terjadi 
penyimpangan dapat mengambil Iangkah-Iangkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan. 

P�al 30 
, . 

(1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta 
petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab mernimpin, 
mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan rugasnya 
masing-masing. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan .Kepala Sub Bidang bertanggung jawab 
memimpin, mengkoordinasikan setiap Staf masing-maeing dan 
mernberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. 

Pasal 31 

(1) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Oaerah dan berkewajiban rnenyampaikan laporan secara berkala tepat 
waktu. · 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kcpada Sekretaris dan 
setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing­ 
masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Sub Bidang 
berkewajiban menyampaikan laporan sccara berkaJ.a tepat waktu. 

' 

.. 
BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

Uraian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturnn 
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, setelah terlebrh 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. 

' 



�ABVI 
K.ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja .. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nornor 30) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 34 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Serita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 30< hsember 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
NOMOR 56 



z . ..- 
c( 

c( 

� 
iii <( zz 

s: < <( �� o I!) =; 
� c3 z Z<C zO a 

� ;1i� cc- -w CJ ::. 0 C) a. ::;;: :ii 2 z02 .J <:i � ll! UJ UJW z <( z <( 0 z C) CJ 
CJ a. ni C) mo2 CJ z 

� mz <!) z z Zz � :=.: � :J z " :::, <( c( i!i w 
II) 0 z UJ 0 W<( � 0 w w <!) I- � <( a. 00 a. Cl ai o z z iii 

� 
::. 0 

� ��� z�cc a:: 
;;) ai OJ m UJ CD (D 
:ii: :::, o�w :::> �::) e; ::, 
;;) z en z n. II) zo- (/) 

<( :::, U,J c( :$ � Cl O 0. � ... _ 
zZ ::J :::; ffi w 

� ::E 
g; w 

z I- a. 
UJ UJ UJ -W 
a. a. a. ill "" z 

UJ a. 
� z z 
ii: :$ <( 

� �� m <( 

� CD ;;) 

w �� ti) z 
<( z 

:x: o 
� 

� 
z s :x:: ii5 w ::!: s � <( w ::. <( 0 o :::> ::! z z z o ::;; s: C) :::, <( 
w J: :a: ,L <( 

C) z :::> 
� z z 

� F= C) a. <( i ! � 2 z 
�� 0 <( • :'.€ <( (!) <( 0 in ffi z ai a::- 

Ill z! in 
o_ 

fI) -, m <( m <(� 
a: s a:: ::§: :::, ::, w :::, CD :::> 

�� w :$ z � 
/fJ :.::: (/) ;:;; (/) 

(!) 
;l 5 w w <( - 

2 :::> a. <!) Cl w (D z � z a: a. m UJ w UJ :z :::, oc �· a. (D 

� 
{{) w :a;: 

a. IJ. :::> 
;!!'; (/) a: z ::, g 

I- I- 
� ::i c( ::::, w -' (D 

f: rfi 1 ,- 
a. 

(/) 0.. w ::, "" 2 - 
<( � 
�2 :t IX! l5 ::. 
� 

(J) . 0 :5 . (J) I c( 
� r � � w I 5 D. : -c 
2 . <( 0 . 

c( � o a: C) c 
� ' . 

� z . (!) > <( UJ ..., s f 
� 

c5 g ct) <( g; c( 
2 0 ::; 0 0 -c <( i a:: m ii'i :::, in (J) iii 0 0 c l ro UJ z Ill (/) m (f) ct) :::, 
2 Ill -c ::, z ::, ::, m 
� j ;:;;a �, c( II) ({) 

C) l :::> a w {{) z a. I � 
� z l :E 0 
0.. \Q c5 : 0 z 
�Id� i z � 

� 
0 . " w 

c,� : w zo : 
wN � . 

l a:: e : z ..Q . 
W§l:I I 

Qi I I 
(J) Cl I . -e.-11'1 : 
� i �'OG ! CO�'V'1 • . -' � ;z .... i c( 

� c( 
� ..J : z 0 � :::, 

Q O U) .... ::::> 0:: c( i o:::> 0:: ;;) 

� � 0 (!) UI a:� " z 
! C!) 

<!) 
c( 

� a::� � z �;::. ::; (!) (!) z ::, � z z w O <C 1 (!) :!i:z z <( I <( ;§ a. z I- IJ.. z 
� z� 0 0 a . z <( ai in iii z z � 0 �:::> z 

� ... in ct) c( m ::, m ::f <( z (!) ::, 0 :::> (!) ::, -J. ii: Ill �l Cl) z Cl) z (f) <l w d3 0 
:l1 ... a: :z 
:5 :,:: w :a; w � w 

0 a: w 0.. w (!) 
0.. w a. a. z 
:ii: 0. UJ 
0 (l. 
...j 

"' :.:: 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)

